ABSTRAK

Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang rehabilitasi, karena sampai saat
skripsi ini ditulis belum banyak tulisan yang membahas tentang rehabilitasi. Setidak-
tidaknya ada tiga undang-undang yang memuat ketentuan yang berkaitan dengan
rehabilitasi. KUHAP memuat rehabilitasi dalam Pasal 97, rehabilitasi juga dimuat
dalam Pasal 219 ayat (3) UU No. 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 Tentang
Kekuasaan kehakiman. Pasal 9 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan
kehakiman menentukan bahwa, ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti
kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Salah satu contoh kasus yang dibahas dalam kaitan dengan rehabilitasi adalah
Putusan PK Nomor 47/PK/PID.SUS/2012. Putusan ini menjadi menarik karena
terpidana yang mengajukan PK menyatakan tidak puas atas Putusan PK tersebut,
walaupun dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan
surat, dan dinyatakan bebas (vrijspraak) serta wajib mendapatkan pengembalian
haknya dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya sebagaimana diatur
dalam KUHAP. Kasus ini dijadikan bahan untuk dibahas karena ada hal yang unik
berkaitan dengan terpidana yang masih merasa tidak puas atas Putusan PK tersebut.
Putusan PK walaupun sudah mengandung amar, memulihkan hak Terpidana Il dalam
kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya, namun terpidana masih merasa
bahwa nama baiknya belum dipulihkan, dan masih mencari upaya hukum guna
memulihkan nama baiknya seperti sebelum adanya perkara yang menimpanya.
Ketidakpuasan terpidana atas putusan PK yang sudah memulihkan nama baiknya
perlu dibahas lebih lanjut berkaitan dengan proses rehabilitasi dalam Putusan
Pengadilan.
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